
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 585, 2018 KEMENKES. Bantuan Biaya Pendidikan Program 

Dokter Layanan Primer.  

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat primer, perlu 

ketersediaan dokter yang akan memberikan pelayanan 

kesehatan primer dengan kualifikasi keilmuan 

kedokteran keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran 

komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat; 

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dokter dengan 

kualifikasi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu dilakukan pengadaan dokter layanan primer 

melalui pendidikan tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Bantuan Biaya Pendidikan Program Dokter Layanan 

Primer; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431);  
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 

Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 

tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

671); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508);  

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran 

Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 723); 

  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BANTUAN 

BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTER LAYANAN PRIMER. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disingkat DLP 

adalah dokter yang mendapatkan pendidikan setara 

spesialis yang menerapkan prinsip ilmu kedokteran 

keluarga, ditunjang dengan ilmu kedokteran komunitas, 

dan ilmu kesehatan masyarakat, serta mampu memimpin 

dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat 

primer yang berkualitas. 

2. Program Dokter Layanan Primer yang selanjutnya disebut 

Program DLP adalah kelanjutan dari program profesi 

dokter dan program internsip yang setara dengan dokter 

spesialis.  

3. Bantuan Biaya Pendidikan Program DLP yang 

selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan adalah 

bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian 

Kesehatan untuk membiayai pendidikan Program DLP. 

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, 

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 

5. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan yang 

selanjutnya disebut Peserta adalah para dokter yang 

mengikuti pendidikan Program DLP dan menerima 

Bantuan Biaya Pendidikan. 

6. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya 

disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian 

pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan 

formal atau nonformal atau informal, dan/atau 

pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. 
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7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat  

tertentu, diangkat sebagai Pegawai  Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

8. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR 

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah 

diregistrasi. 

9. Institusi Pendidikan Penyelenggara Program DLP yang 

selanjutnya disebut Institusi Pendidikan adalah fakultas 

kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Program 

DLP. 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

11. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Kepala Badan adalah pejabat Eselon 1 di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman 

bagi Peserta, penyelenggara, kelompok kerja, serta pemangku 

kepentingan dalam memberikan Bantuan Biaya Pendidikan. 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan 

dilaksanakan melalui proses perencanaan, seleksi 

akademik, seleksi administrasi, penetapan Peserta, 
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